
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO 

NOMOR 4 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

FASILITAS. I P E N C E G A H A N DAN P E M B E R A N T A S A N PENYALAHGUNAAN 

DAN P E R E D A R A N G E L A P NARKOTIKA DAN P R E K U R S O R NARKOTIKA 

D I D A E R A H 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WAL I KOTA GORONTALO, 

Menimbang : bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 3 h u r u f a 

Pera turan Menteri Da lam Negeri Nomor 12 T a h u n 2019 

tentang Fas i l i tas i Pencegahan dan Pemberantasan 

Penya lahgunaan dan Peredsiran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah , per lu menetapkan 

Pera turan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Penya lahgunaan dan Peredsiran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah ; 

Mengingat : 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah- daerah T ingkat I I di Su lawes i 

(Lembaran Negara Reputi l ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, T a m b a h a n l^embaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

3 . Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 1997 tentang 

Psikotropika (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 1997 Nomor 10, T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana te lah 

d iubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Teihun 2023 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINS! GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 4 TAHUN :;:023 

TENT ANG 

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN 

DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 

DIDAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1 
PEP.I.U 

Il.'.!P.:.H 

l\MO 
IUllll 

.WS:L, 
I J 
I 

""" I 

I 

Menimbang 

Mengingat 

WALi KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
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tentang Penetapan Pera turan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang C ip ta 

Ker ja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2022 Nomor 4 1 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i5856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosia l (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2009 Noraor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4967) ; 

5. Undang-Undang Nomor 35 T a h u n 2009 tentang 

Narkot ika (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2009 Nomor 143, T a m b a h a n L emba i an Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah 

d iubah dengan Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 

tentang C ip ta Ker ja (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2020 Nomor 245 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor (5573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubiah beberapa ka l i t e rakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang C ip ta Ker ja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negarei Republ ik 

Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6856) ; 

7. Pera turan Pemerintah Nomor 25 T a h u n 2 0 1 1 tentang 

Wajib Lapor Pecandu Narkot ika (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia t a h u n 2 0 1 1 Nomor 46, T a m b a h a n 

Ber i t a Negara Republ ik Indonesia Nomor 5211) ; 

8. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 12 T a h u n 2019 

tentang Fas i l i t as i Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dcin Peredaran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika (Ber i ta Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2019 Nomor 195); 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-lJndang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nornor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5062) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20:23 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2011 tentang 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 195); 
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Dengan Persetujuan B e r s a m a 

DEV^AN P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H KOTA GORONTiaEO 

dan 

WAL I KOTA GORONTALO 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H T E N T A N G F A S I L I T A S I P E N C E G A H A N 

D A N P E M B E R A N T A S A N P E N Y A L A H G U N A / L N D A N 

P E R E D A R A N G E L A P NARKOTIKA DAN P F i E K U R S O R 

NARKOTIKA D I D A E R A H . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUlVl 

Pasa l 1 

Da l am Pera t u r a n Daerah in i yang d imaksud dengan: 

1. Narkot ika ada lah zat a t au obat yang berasal dar i t anaman gitau b u k a n 

tanaman, baik sintetis m a u p u n semisintet is, yang dapat menyebabkan 

penurunan a tau perubahan kesadaran , h i langnya rasa , mengurangi 

sampai menghi langkan r a s a nyer i , dan dapat men imbulkan 

ketergai i tungan. 

2. Prekursor Narkot ika ada lah zat a t au bahan pemula a tau bahan k im ia 

yang dapat d igunakan dalam pembuatan Narkot ika sebagaimana 

d imaksud dalam Undang-Undang tentang Narkot ika. 

3. Pencegghan ada lah segala upaya , u s a h a a tau t indakan yang d i l akukan 

secara sadar dan bertanggung j awab yang bertujuan u n t u k 

meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyalahgunaan Narkot ika. 

4. Peredaran Narkot ika ada lah setiap kegiatan a t au serangkaian kegiatan 

penya luran a tau penyerahan Narkonika baik da lam rangka 

perdagangan, b u k a n perdagangan m a u p u n pemindah tangarian. 

5. Peredaran Gelap Narkot ika ada lah setiap kegiatan a t au serangkaian 

kegiatan yang d i l akukan secara tanpa hale a t au melawan h u k u m yang 

ditetapkan sebagai t indak p idana Narkot ika. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTP.LO 

dan 

WALi KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN 

DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN 

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR 

NARKOTIKA DI DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pera.turan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. 

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia 

yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika, 

3. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan 

secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk 

rneniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya penyalahgunaan Narkotika. 

4. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalarn rangka 

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan. 
5. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang 
ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika . 
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6. Rehabi l i tas i Medis ada lah s u a t u proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu u n t u k membebaskan pecandu dar i ketergantungan Narkot ika, 

dan Prekursor Narkot ika. 

7. Rehabi l i tas i Sos ia l ada lah s u a t u proses kegiatan pemulil-ian secara 

terpadu, baik fisik, mental m a u p u n sosial , agar bekavS pecandu 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika dapat kembal i me laksanakan fungsi 

sosial da lam keh idupan masyarakat . 

8. Sa tuan Pendid ikan ada lah kelompok layanan pendidikan yang 

menyeleuggarakan pendidikan pada j a l u r formal, nonformal dan 

informal pada jen jang dan j en i s pendidikan dasar . 

9. R u m a h Kost/Pemondokan ada lah r u m a h a tau kamar yang d isediakan 

u n t u k tempat tinggal da lam j a n g k a w a k t u tertentu bagi seorang a t au 

beberapa orang dengan dipungut bayaran. 

10. Tempat U s a h a ada lah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, 

ruang gyidang, ruang pen imbunan, pabrik, ruang t e rbuka dan ruang 

l a innya yang d igunakan u n t u k penyeleriggaraan u s a h a barang dan 

j a s a . 

1 1 . Tempat H iburan ada lah tempat d imana diselenggarakan s i jmua j en i s 

tontonan, per tun jukan, permainan dan/a tau ke rama ian yang d in ikmat i 

dengan dipungut bayaran. 

12. Hotel/Penginapan adalah bangunan k h u s u s disediakan bagi orang 

u n t u k dapat menginap/istrahat, memperoleh pelayanan, dan/a tau 

fasi l itas l a innya dengan dipungut bayaran, t e rmasuk bangun a n l a innya 

yang memyatu dikelola dan d imi l ik i oleh p ihak yang sama . 

I S . A s r a m a adalah rumah/tempat yang secara k h u s u s disedisikan, yang 

dikelola oleh Ins tans i/Yayasan u n t u k d ihun i dengan pe ra tunm tertentu 

yang bersifat sosial . 

14. Kecamatan ada lah bagian w i layah dar i Daerah yang dipimpin oleh 

Camat . 

15. Ke lu rahan adalah bagian wi layah dar i Kecamatan sebagai perangkat 

Kecamatan. 

16. Perangkat Daerah ada lah u n s u r pembantu Wal i Kota dan D P R D dalam 

penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan yang menjadi Mjwenangan 

Daerah. 

17. Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah yang se lanjutnya disingkat D P R D 

adalah iembaga perwaki lan rakyat Daerab yang berkedudukan sebagai 

u n s u r penyelenggara Pemer intahan Daera l i . 

I 

�-'-� 
lV.!P.;t! ·l 
l'1"G /! llllUll 

...,.., 
I 
t 

""" 

- 4 - 

6. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, 

dan Prekursor Narkotika. 

7. Rehabili.tasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pernulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu 

Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi 
sosial dalam kehidupan masyarakat. 

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan 

informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar. 

9. Rumah Kost/Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan 

untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau 

beberapa orang dengan dipungut bayaran. 
10. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, 

ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang 

lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan 

jasa. 
11. Tempat Hiburan adalah tempat dimana diselenggarakan sernua jenis 

tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran. 
12. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang 

untuk dapat menginap/istrahat, rnemperoleh pelayanan, dan/atau 

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya 

yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. 

13. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang 

dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu 
yang bersifat sosial. 

14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh 

Camat. 

15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat 

Kecamatan. 
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
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18. Pemerintah Daerah adalah Wal i Kota sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemerin tah Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

19. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

20. Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

Pasa l 2 

(1) Maksud di te tapkannya Pera turan Daera l i in i sebagai pedoman bagi 

Pemeriritah Daerah dalam pe laksanaan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penya lahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah di Daerah. 

(2) T u j u a n d i te tapkannya Pera turan Daerah in i : 

a . mengatur dan memperlancar pe laksanaan upaya Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika 

dan Prekursor Narkot ika dapat terselenggara secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi, menye luruh dan berkelanjutan di Daerah ; 

b. mencegah masyaraka t t idak terlibat da lam kegiatan 

penyalahgunaan m a u p u n peredaran gelap Narkot ika dan. Prekursor 

Narkot ika di Daerah ; 

c. mel indungi s e lu ruh lap isan masyaraka t dar i ancaman 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah ; 

d. membangun part is ipas i masyaraka t u n t u k turut serta dedam upaya 

pe laksanaan program dan kebi jakan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penya lahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika 

dan Prekursor Narkot ika di Daerah di lOaerah; dan 

e. member ikan j a m i n a n kepast ian h u k u m dan perl indungan h u k u m 

da lam pe laksanaan program dan kebi jakan Penceg;ahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika 

dan Prekursor Narkot ika di Daerah di IDaerah. 

Pasa l 3 

R u a n g ling]<:up pengaturan da lam Peraturan Daerah in i meliputi:: 

a . pe laksanaan fasi l i tasi ; 

b. penceg£ihan; 

c. antisip£isi d ini ; 

d. penanganan; 
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Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedornan bagi 

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini: 

a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika dapat terselenggara secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah; 

b. men.cegah masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan 

penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan. Prekursor 

Narkotika di Daerah; 

c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman 

penyalahgunaan dan peredaran gela.p Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah; 
d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya 

pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah; dan 
e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah. 

18. Pemerin.tah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerin.tah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

19. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

20. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

Pasal 3 

Ruang linglrup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. pelaksanaan fasilitasi; 

b. pencegahan; 
f-+1-tfiY c. antisipasi dini; 

d. penanganan: 
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e. rehabi l i tasi ; 

f. part is ipas i masyarakat ; 

g. ker ja sama ; 

h . penghargaan; 

i . monitoring, eva luas i dan pelaporan; 

j . pembinaan dan pengawasan; dan 

k. pendanaan. 

B A B I I 

PELAKSANAAN F A S I L I T A S I 

Pasa l 4 

(1) Wal i Kota me l akukan fasi l i tasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah di Daerah. 

(2) Pe laksanaan fasi l i tasi Pencegahan dan Pemberantasan Penya lahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i l akukan oleh Perangkat Daerah 

yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penya lahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Daerah dan 

d ikoordinas ikan oleh Perangkat Daerah yang me laksanakan u r u s a n 

pemer intahan bidang kesa tuan bangsa dan politik. 

(3) Pe laksanaan fasi l i tasi Pencegahan dan Pemberantasan Penya lahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Daerah d i 

kecamatan d i l aksanakan oleh camat . 

(4) Pe laksanaan fasi l i tasi Pencegahan dan Pemberantasan Penya lahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Daerah di 

k e lu rahan d i l aksanakan oleh l u r a h . 

Pasa l 5 

(1) Da l am pe laksanaan fasi l i tasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 4, Wal i Kota 

dan c a r i a t m e n y u s u n rencana a k s i Dae rah yang d i l aksanakan setiap 

t ahun . 

(2) P enyusunan rencana aks i Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada ketentuan pera turan pej-undang-undangan. 

t 
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e. rehabilitasi; 

f. partisipasi masyarakat; 
g. kerja sama; 
h. penghargaan; 

i. monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

j. pembinaan dan pengawasan; dan 

k. pendanaan. 

BAB II 

PELAKSANAAN FASILITASI 

Pasal 4 

(1) Wali Kota melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika di Daerah di Daerah. 

(2) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilalrukan oleh Perangkat Daerah 

yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan 

dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. 

(3) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di 

kecamatan dilaksanakan oleh camat. 

(4) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di 
kelurah.an dilaksanakan oleh lurah. 

Pasal 5 

(1) Dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota 

dan carnat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap 
tahun . 

(2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasa l 6 

Untuk meningkatkan pe laksanaan fasi l i tasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penya lahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah dibentuk t im terpadu Penceg;ahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor N a rko t ika di Daerah di Daerah , dan Kecamatan . 

Pasa l 7 

(1) S u s u n a n keanggotaem t im terpadu Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah di Daerah sebagaimtina d imaksud dal£im Pasa l 6 

terdiri a tas : 

a . ke tua 

b. waki] ke tua 1 

c. waki l ke tua 2 

d. waki l ke tua 3 Narkot ika 

e. s ekrc l a r i s/ke tua pe laksana ha r i an 

f. anggota 

Wal i Kota; 

Wak i l Wal i Kota ; 

Sekretar is Daerah; 

Kepala B a d a n 

Nasional Daerah ; 

Kepala Perangkat Daerah yang 

me laksanakan u r u s a n pemeri 

n tahan bidang kesa tuan 

bangsa dan politik; dan 

1 u n s u r Perangk£it Daerah 

sesua i kebutuhan ; 

2 u n s u r kepol isian di Daerah ; 

3 . u n s u r Ten tara Nasional 

Indonesia di Daerah; 

4. u n s u r organisasi 

keagamaan; dan 

5. u n s u r Lembaga swadaya 

masyarakat . 

(2) T i m terjDadu sebagaimana d imaksud pada ayat (1), bertugas: 

a . m em m sun rencana a k s i daerah Penc;egahan dan Pemberantasan 

Penya lahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah di Daerah ; 

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendal ikan, dan mengawasi 

pe laksanaan fasi l i tasi Pencegahiin dan Pemberantasan 
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Pasal 6 

Untuk meningkatkan pelaksanaan Iasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Jllarkotika di Daerah dibentuk tim terpadu Pencegahan dan 

Pemberanta.san Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor J\iarkotika di Daerah di Daerah, dan Kecamatan. 

Pasal 7 

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

terdiri a tas: 

masyarakat. 

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: 
a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pernberan tasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Ge lap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah di Daerah; 

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi 

Indonesia di Daerah; 

kesatuan 

Narkotika 

organisasi 

Pem beran tasan 

bi dang 

Bad an 

dan 

bangsa dan politik; dan 

1. unsur Perangkat Daerah 

sesuai kebutuhan; 

2. unsur kepolisian di Daerah; 

3. unsur Tentara Nasional 

4. unsur 

keagamaan; dan 

5. unsur Lembaga swadaya 

ntahan 

Kepala 

Nasional Daerah; 

Kepala Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemeri 

Wali Kota; 

Wakil Wali Kota ; 

Sekretaris Daerah; 

Pencegahan fasilitasi pelaksanaan 

e. sekretaris/ketua pelaksana harian 

f. anggota 

a. ketua 

b. wakil. ketua 1 

c. wakil ketua 2 
d. wakil. ketua 3 

• 
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Penya lahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Dae rah di Daerah ; dan 

c. men ja i sun laporan pe laksanaan fasi l i tasi Penceggihan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Na iko t ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah di Daerah . 

(3) S u s u n a n keanggotaan t im terpadu sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1), d i tetapkan dengan keputusan Wal i Kota. 

Pasa l 8 

(1) S u s u n a n keanggotaan t im terpadu Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah di Kecamatan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 

6 terdiri a tas : 

a . k e tua : Camat ; 

b. wak i l ke tua/ pe laksana ha r i an : Sekretar is Camat ; dan 

c. anggota : 1. Kepala un i t pe laksana teknis 

D inas ; 

2. L u r a h 

3. u n s u r kepol is ian d i 

Kecamatan; 

4. u n s u r Ten tara Nasional 

Indonesia di Kecamatan. 

(2) T i m teqpadu sebagaimana d imaksud pada ayat (1), bertugas: 

a. mem>aisun rencana a k s i daerah Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah di Kecamatam; 

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendal ikan, dan mengawasi 

pe laksanaan fasi l i tasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gekip Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah di Kecamatan; dan 

c. memyoisun laporan pe laksanaan fasi l i tasi Pencegahan dan 

Pemlaerantasan Penyalahgunaan dan P(;redaran Gelap Nai-kotika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah di Kecamatan. 

(3) S u s u n a n keanggotaan t im terpadu sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wal i Kota. 
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Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah di Daerah; dan 
c. menyusun laporan pelaksanaan :fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah. 

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kot:a. 

Pasal 8 

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemoerantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 terdiri atas: 
a. ketua Camat; 

b. wakil ketua/ pelaksana harian Sekretaris Camat; dan 

c. anggota : 1. Kepala unit pelaksana teknis 

Dinas; 

2. Lurah 

di 

Nasional 

kepolisian 

Tentara 

Kecamatan; 

4. unsur 

3. unsur 

Indonesia di Kecamatan. 

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: 

a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gela.p Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah di Kecamatan; 

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi 

pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah di Kecamatan; dan 

c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah di Kecarnatan. 
(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. 
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B A B I I I 

P E N C E G A H A N 

Pasa l 9 

Pemerintah Daerah me lakukan upaya Pencegahan dalam rangka 

Pencegahari dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Daerah melalui kegiatan: 

a. sosial is i is i dan edukas i bahaya p enya l ah j ^naan dan peredaran gelap 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika; 

b. pemetaem wi layah r awan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika; 

c. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan 

Pemberantasan Penya lahgunaan dan Peredaran Gelap Narl iot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah ; dan 

d. Penyampaian mater i bahaya narko t ika dan prekursor narko t ika da lam 

k u r i k u l u m sa tuan pendidikan baik formal m a u p u n informal. 

Pasa l 10 

(1) Pe laksanaan sosia l isas i dan edukas i sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 9 h u r u f a, d i l akukan mela lui s a r a n a media m a s s a yang meliputi : 

a . media cetak; 

b. media elektronik; dan/a tau 

c. media online. 

(2) Kegiatan sos ia l isas i dan edukas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

mel iputi : 

a . sem inar / l okakarya / workshop / penyu luhan / pelat ihan / dis;eminasi 

a tau asistensi/bimbingan teknis ; 

b. kegiatan keagamaan; 

c. perlombaan; 

d. pagelaran, festival seni dan budaya; 

e. kary a tu l is i lmiah; dan/a tau 

f. bentuk kegiatan l a in yang sejalan dengan a k s i Pencej^ahan dan 

Pemberantasan Penya lahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika 

dan Prekursor Narkot ika di Daerah . 

JU.I.� 
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BAB III 

PENCEGAHAN 

Pasal 9 
Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dalarn rangka 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah melalui kegiatan: 

a. sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah; dan 

d. Penyampaian materi bahaya narkotika dan prekursor narkotika dalam 

kurikulum satuan pendidikan baik formal maupun informal. 

Pasal 10 

(1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui sarana media massa yang meliputi: 

a. media cetak; 
b. media elektronik; dan/atau 

c. media online. 

(2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. seminar/ lokakarya/ workshop/ penyuluhan / pelatihan / diserninasi 

atau asistensi/bimbingan teknis; 

b. kegiatan keagamaan; 

c. perlombaan; 

d. pagelaran, festival seni dan budaya; 

e. karya tulis ilmiah; dan/atau 

f. bent:uk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika di Daerah. 
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Pasa l 11 

(1) Pemetaem wi layah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 9 h u r u f b, d i l akukan di s e lu ruh wi layah Daerah. 

(2) Pemetagji w i layah rawgin penygdahgunaan dan peredaran gelap 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) d i l aksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

u r u s a n pemerintahgm di bidang kesatugm bangsa dan politik yang 

mel ibatkan B a d a n Narkot ika Nasiongd Daei-ah. 

Pasa l 12 

(1) Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan 

Pembergintasan Penyalahgunaan dan Per<;daran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 9 

h u r u f c d i l akukan denggin mengumpulkan dan menyebarkan informasi 

mengeniii Pencegahan dan Pembergintasgin Penyalahgunaan dan 

Peredanm Gelap Narkot ika dan Prekursor Ngirkotika di Daerah . 

(2) Da l am penyediaan data dan informasi mengenai Penceggihan dan 

Pembergintasan Penyalahgunaan dan PenMaran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i laksar .akan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u r u s a n 

pemer intahan di bidang kesa tuan bangsa dan politik yang mel ibatkan 

B a d a n bfarkotika Nasional Daerah . 

Pasa l 13 

Ketentugin lebih lanjut mengenai tata c a r a pencegahan selDagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 9 d iatur dengan Peraturan Wal i Kota. 

B A B IV 

ANT IS IPAS I DINI 

Pasa l 14 

;i ) Pemerintah Daerah me lakukan ant is ipas i dini terhadap upaya 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahj^unaan dan Peredaran Gelap 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Dae rah 

(2) Ant is ipas i d in i sebaggdmana dimgiksud pada ayat (1) d i l akukan mela lu i : 

I 
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Pasal 11 

(1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf b, dilakukan di seluruh wilavah Daerah. 

(2) Pernetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang 

rnelibatkan Badan Narkotika Nasional Daerah. 

Pasal 12 

(1) Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan 

Pernberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf c dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan. informasi 

mengenai Pencegahan dan Pernberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, 

'.2) Dalam penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan 

Pernberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang melibatkan 

Badan Narkotika Nasional Daerah, 

Pasal 13 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB IV 

ANTISIPASI DINI 

Pasal 14 

[l) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap upaya 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah 

(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
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a . pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya 

penya lahgunaan Narkot ika dan Prekursor Narkot ika serta dampak 

b u r u k n y a mela lui berbagai kegiatan dan media massa ; 

b. pelajDoran kepada ins tans i yang berwenang j i k a mengetahui 

pecandu, penyalahguna dan/a tau korban penyalahgunaan 

Narb:otika dan Prekursor Narkot ika di l ingkungan ker janya; dan 

c. fasi l i tasi deteksi dini . 

Pasa l 15 

(1) Pemberian informasi dan pelaporan aot is ipas i d ini sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 14 ayat (2) h u r u f a dan h u r u f b wajib 

d i l aksanakan oleh: 

a. P impinan D P R D ; 

b. Kepgila Perangkat Daerah; 

c. L u r a h ; 

d. Kepgila Sa tuan Pendidikan; 

e. P impinan B a d a n U s a h a Mil ik Daerah ; 

f. Penginggungjawab/pengelola Tempat Usaha , Tempat H iburan , 

Hotel/penginapan, r u m a h kost/pemondokan dgm A s r a m a wajib 

me laksanakan . 

(2) P impinan D P R D yang melanggar ketentuan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d iber ikan s a n k s i administrgitif sesua i dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Perangkat Daergih, L u r a h , Kepala Sa tuan Pendidikan dan 

P impinan B U M D yang melanggar ketentuan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d iber ikan s a n k s i administrat i f dengan berupa: 

a. teguran l i san ; dan/a tau 

b. peringatan tertul is. 

(4) Penang^;ungjawab/pengelola Tempat Usaha , Tempat H iburan , 

Hotel/p<3nginapan, r u m a h kost/pemondokan dan Asrgima yging 

melang^;gir ke tentuan sebagaimana dimabisud pada ayat (1) d iber ikan 

sgmksi gidministrasi berupa: 

a . tegurgm l i san ; 

b. teguran tertul is ; 

c. penghentian sementgira kegiatan; 

d. pen§;hentian tetap kegiatan; 

a. pemberian informasi 
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penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak 

buruknya melalui berbagai kegiatan dan media massa; 

b. pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui 

pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya; dan 

c. fasilitasi deteksi dini. 

Pasal 15 

(1) Pemberian informasi dan pelaporan antisipasi dini sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib 

dilaksanakan oleh: 

a. Pimpinan DPRD; 

b. Kepala Perangkat Daerah; 

c. Lura.h; 

d. Kepala Satuan Pendidikan; 

e. Pimpinan Sadan Usaha Milik Daerah; 

f. Penanggungjawab/pengelola Tempat Usaha, Tempat Hiburan, 

Hotel/penginapan, rumah kost/pemondokan dan Asrama wajib 

melaksanakan. 

(2) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan sanksi adrninistratif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Perangkat Daerah, Lurah, Kepala Satuan Pendidikan dan 

Pimpinan BUMD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan sanksi administrati.f dengan berupa: 

a. teguran Jisan; dan/atau 
b. peringatan tertulis. 

(4) Penanggungjawab/pengelola Tempat Usaha, Tempat Hiburan, 

Hotet/penginapan, rumah kost/pemondokan dan Asrarna yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

sanksi adrninistrasi berupa: 
a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penghentian sementara kegiatan; 

d. penghentian tetap kegiatan; 
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e. pencabutan sementara iz in; dan/a tau 

f. pencabutan tetap iz in. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta ta ca ra pemberian s a n k s i 

administrat i f sebagaimana d imaksud padci ayat (3) dan ayat (4) d iatur 

dengan Peraturan Wal i Kota. 

Pasa l 16 

(1) Fas i l i t as i deteksi d ini sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 ayat (2) 

h u r u f c, d i l akukan mela lu i kegiatan: 

a . pemer iksaan tes ur ine ; dan 

b. pelit iatan S a t u a n Tugas/Re lawan Ant i Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika. 

(2) Pemer iksaan tes ur ine sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 

d i l aksanakan sesua i dengan kemampuan keuangan Dcierah dan 

ketentuian Pera turan Perundang-undangan. 

(3) Pel ibatan S a t u a n Tugas/Re lawan Ant i Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika sebagaimana d imaksud pads, ayat (1) h u r u f b, dapat 

d i l akukan da lam bentuk: 

a . sos ia l isas i bahaya penyalahgunaan Nsirkotika dan Prekursor 

Narkot ika; 

b. penynsunan , perencanaan dan pe laksanaan program pencegahsm 

secara mandir i ; dan 

c. menggerakkan masyaraka t u n t u k terlibat akt i f da lam upaya 

penc:egahan. 

B A B V 

PENANGANAN 

Pasa l 17 

(1) Da lam ]3enanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penya lahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prelcursor Narkot ika di Daerah , 

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sumber daya m a n u s i a dan 

s a r a n a p rasa rana bagi korban penysi lahgunaan Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika. 

(2) Penyediaan Sumber Daya Manus i a sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) an ta ra l a in : 

a . tenaga kesehatan; 

I 
PD'.lll 
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e. penc:abutan sementara izin; dan/atau 

f. penc:abutan tetap izin. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur 

dengan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 16 

(1) Fasilitasi deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 

huruf c, dilakukan melalui kegiatan: 

a. pemeriksaan tes urine; dan 

b. pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 
(2) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Pelibatan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor 

Narkotika sebagainiana dimaksud pada. ayat (1) huruf b, dapat 
dilakukan dalam bentuk: 

a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan 
secara mandiri; dan 

c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya 

penc:egahan. 

BABV 

PENANGANAN 

Pasal 17 

(1) Dalam penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, 

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sumber daya manusia dan 

sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. 

(2) Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) antara lain: 

a. tenaga kesehatan; 
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s 
f 

b. tenaga pendidik; 

c. tenaga medis; 

d. konselor ad iks i ; 

e. psikolog k l in i s ; dan 

f. pembimbing rohani dan menta l 

(3) Penyediaan s a r a n a p rasa rana sebagaimana d imaksud pacia ayat (1) 

dapat d i l akukan mela lui pengembangan serta peningkatan s a r a n a 

p rasa rana pada fasi l i tas pe layanan kesehatan Daerah . 

(4) Penyediaan sumber daya m a n u s i a dan sarsma p rasa rana sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) dan ayat (3) c i i laksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan di bidang 

kesehatan. 

B A B V I 

R E H A B I L I T A S I 

Pasa l 18 

(1) Da l am ha l Pecandu, Penyalahguna dan/sitau Korban Penya lahgunaan 

Narkotilca dan Prekursor Narkot ika sesua i dengan ketentuan Pera turan 

Perundang-undangan d inyatakan per lu direhabi l i tasi , Pemerintah 

Daerah dapat memfasi l i tasi pe laksanaan rehabi l i tasi medisi dan/a tau 

rehabi l i tasi sosial . 

(2) Pe laksanaan rehabi l i tasi medis dan/a tau rehabilitsisi sos ia l 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i l akukan sesua i dengan 

ketentuan Pera turan Perundang-undangmi di bidang Narkot ika. 

Pasa l 19 

Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penya lahgunaan Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika yang telah selesai menja lani rehabi l i tasi medis 

dan/a tau rehabi l i tasi sosial d i l akukan pembinaan dan pengawasan ser ta 

pendampingan berkelanjutan dengan mengikutser takan masyarakat . 

Pasa l 20 

(1) Pemerintah Daerah memfasi l i tasi pemberian pe layanan dan 

kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/a tau Korban 

penyalahgunaan Narkot ika dan Prekursor Narkot ika yang te;lah selesai 

menja lani rehabi l i tas i medis dan/atau rehabi l i tasi sosial u n t u k : 

I 
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b. tenaga pendidik; 

c. tenaga medis; 

d. konselor adiksi; 

e. psikolog klinis; dan 

f. pembimbing rohani dan mental 

(3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui pengernbangan serta peningkatan sarana 

prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah. 

(4) Penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan. 

BAB VI 

REHABILITASI 

Pasal 18 

(1) Dalam hal Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, Pemerintah 

Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau 

rehabili tasi sosial. 

(2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Narkotika. 

Pasal 19 

Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis 

dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta 

pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat. 

Pasal 20 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan 

kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/ atau Korban 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai 

menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk: 
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a. memperoleh kesempatan ker ja; | 

b. mek in ju tkan jenjang pendidikan; dan 

c. pembinaan mental dan hubungan sosia l . 

(2) Fas i l i t as i pemberian pelayanan dan kes(3mpatan u n t u k memperoleh 

kesempatan ker ja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a , 

d i l aksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u r u s a n 

pemerintahan di bidang tenaga ker ja . 

(3) Fas i l i t as i pemberian pelayanan dan kesempatan u n t u k me lan jutkan 

jenjang pendidikan sebagaimana dimaksiud pada ayat (1) h u r u f b, 

d i l aksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u r u s a n 

pemer intahan di bidang pendidikan. 

(4) Fas i l i t as i pemberian pelayanan dan kesiempatan u n t u k ]Dembinaan 

mental dan hubungan sosial sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f c. d i l aksanakan oleh Perangkat Dai j rah yang menyelenggarakan 

u r u s a n pemerintahan di bidang sosial . 

B A B V I I 

PART IS IPAS I MASYAR^tKAT 

Pasa l 2 1 

(1) MasyarEikat dapat berpart is ipasi da lam upaya Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narlcotika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah . 

(2) Part is ipas i sebagaimana d imaksud pada eiyat (1) d i l aksanakan dengan 

cara : 

a . mekiporkan kepada ins tans i yang loerwenang j i k a mengetahui 

pecandu, penyalahguna dan/a tau korban penyalahgunaan 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika; 

b. meningkatkan ke tahanan ke luarga u n t u k mencegah dampak 

penj-^alahgunaan Narkot ika dan Prekursor Narkot ika; 

c. meningkatkan kesadaran masyaraka t mengenai dampak 

pen5'^alahgunaan Narkot ika dan Prekursor Narkot ika; 

d. membentuk wadah part is ipasi masyarsikat; 

e. bertmdak kooperatif dan proakti f terhadap aparat penegak h u k u m 

j i k a terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkot ika di 

l ingkungannya; 
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cara: 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. mernbentuk wadah partisipasi masyarakat; 
e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum 

jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di 

lingkungannya; 

a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui 

pecandu, penyalahguna dan/ a tau korban penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

BAB VII 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal21 

(1) Masyara.kat dapat berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah. 

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

dampak mengenai masyarakat kesadaran c. meningkatkan 

a. memperoleh kesempatan kerja; 

b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan 

c. pembinaan mental dan hubungan sosial. 
(2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesernpatan untuk rnemperoleh 

kesernpatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang tenaga kerja. 

(3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesernpatan untuk melanjutkan 

jenjang pendidikan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan. 

(4) Fasilitaai pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan 
mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial. 

I 
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f. tidalc me l akukan d iskr iminas i/s t igma negatif terhadap korban 

penj 'a lahgunaan Narkot ika dan Prekursor Narkot ika dan 

ke luarganya; dan/atau 

g. terlibat akt i f da lam kegiatan pencegahan dan penanggulangan 

dampak penyalahgunaan Narkot ika dan Prekursor Narkot ika. 

B A B V I I I 

K E R J A SAMA 

Pasa l 22 

(1) Da l am upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Daerah di 

Daerah , Pemerintah Daerah dapat melakulsan ker ja s a m a dengan: 

a . ins tans i ver t ika l ; 

b. pemerintah daerah la innya ; 

c. perguruan tinggi; 

d. badim u s a h a ; dan/a tau 

e. organisasi kemasyaraka tan . 

(2) Ker ja ssima sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i l aksanakan sesua i 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

B A B I X 

PENGHARGAAN 

Pasa l 23 

(1) Pemerintah Daerah dapat member ikan penghargaan kepada loihak yang 

telah bf;rjasa da lam upaya mendukung pe laksanaan Pencei^ahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narlcotika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah di Daerah. 

(2) Penghargaan dapat diber ikan dalam bentuk piagam, ttinda j a s a , 

dan/atau bentuk penghargaan la innya . 

(3) Pemberian Penghargaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i l aksanakan sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-

undangan. 
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f. tidak melakukan diskriminasi/stigma negatif terhadap korban 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan 

keluarganya; dan/atau 

g. terlioat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan 

dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

BAB Vlll 
KERJA SAMA 

Pasal22 

(1) Dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di 

Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan: 

a. instansi vertikal; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. perguruan tinggi; 

d. badan usaha; dan/atau 

e. organisasi kemasyarakatan. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB IX 

PENGHARGAAN 

Pasal 23 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang 

telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah. 

(2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, 

dan/atau bentuk penghargaan lainnya. 

(3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 

undangan. 
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B A B X 

MONITORING, E V A L U A S I DAN PELAPORAN 

Pasa l 24 

(1) Wal i Kota me l akukan monitoring dan eva luas i secara berkala terhadap 

pe laksanaan rencana aks i Pencegalian dan Pemberantasain 

Penyala l igunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah di Daerah. 

(2) Camat me l akukan monitoring dan eva luas i secara berkak i terhadap 

pe laksanaan rencana aks i Pencegalian dan Pemberantasan 

Penyala j igunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor 

Narkot ika di Daerah Daerah di Kecamatan dan Ke lu rahan . 

Pasa l 25 

(1) Wal i Kota melaporkan penyelenggaraan fasi l i tasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Per<3daran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah di Daerah Fiepada Gubernur . 

(2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasi l i tasi Penceggihan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah di Kecamatan kepada Wal i Kota mela lui 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakim u r u s a n pemenntahan di 

bidang kesa tuan bangsa dan politik. 

Pasa l 26 

Has i l monitoring, evaluasi , dan pelaporan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 24 dan Pasa l 25 , menjadi bahan m a s u k a n da lam p imyusunan 

rencana alcsi Daerah t a h u n ber ikutnya dan bahan evaluas i da lam 

penyusunan kebi jakan Pencegahan dan Pemberantasan Penya lahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Daerah. 

Pasa l 27 

Monitoring, evaluasi , dan pelaporan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 

24 dan Pasa l 25 , dapat d i l akukan melalui s is tem teknologi informasi 

Pencegahari dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkot ika d an Prekursor Narkot ika di Daerah ' "'-"" """-"' • 
l'-'"" 
lmll ' 
"""" . - v 
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BABX 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 24 

(1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah di Daerah. 

(2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di Daerah Daerah di Kecamatan dan Kelurahan. 

Pasal 25 

(1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah kepada Gubernur. 

(2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Daerah di Kecamat:an kepada Wali Kota melalui 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di 

bidang kesatuan bangsa dan politik. 

Pasal 26 
Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 clan Pasal 25, menjadi bahan masukan dalam penyusunan 

rencana aksi Daerah tahun berikutnya clan bahan evaluasi dalam 

penyusunan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. 

Pasal 27 

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 

24 dan Pasal 25, dapat dilakukan melalui. sistem teknologi informasi 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah 



T 
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B A B X I 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa l 28 

(1) Wal i Kctta me l akukan pembinaan dan pengawasan penye'ienggaraan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penya lahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Daerah di Daerah . 

(2) Wal i Kota mela lui camat me l akukan pembinaan dan p<3ngawasan 

penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di Daerah di 

Kecamatan dan Ke lu rahan . 

B A B X I I 

PENDANAAN 

Pasa l 29 

Pendanaan penyelenggaraan Pencegahgm dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor Narkot ika 

di Daerah bersumber dar i : 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah ; dan 

b. sumber-sumber l a in yang sah dan t idak mengikat sesua i dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B A B X I I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 30 

Pera turan Pe laksanaan dar i Pera turan Daerah in i h a r u s ditetapkan pal ing 

l ama 6 (enam) bu lan terhitung sejak Pera turan Daerah in i d iundangkan. 

Pasa l 3 1 

E.VjOKA 
DAERAH 

fiUIUM 

.ASSIB 

SEKHA 

Pera turan Daerah in i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. ' 
t!f.t'Cil 
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BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN 

Pasal 28 

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penye .. enggaraan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di Daerah. 

(2) Wali Kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah di 

Kecamatan dan Kelurahan. 

BAB XII 

PENDANAAN 

Pasal29 

Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

di Daerah bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan 

b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 

lama 6 [enarn] bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 31 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, menier in tahkan pen§;undangan 

Peraturan IDaerah in i dengan penempatannva da lam Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo. 

Ditetapkgin di Gorontalo 
padatani^gal 18 Desember 

j w A L I KOTA G O R O N T A L O , ^ 

2023 

A. TAHA 

D iundangkan di Gorontalo 
pada tanggal 18 Desember 2023 

S E K R E T A R I S ; DA KOTA GORONTALO, 

I SMA 

L E M B A R A N D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR A. 

N O R E G P E R \ T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO PROVINS I GORONTALO: 

(4/32/2023) 

DAERAH 

(ABAC 

mm 
ASSIB 

SEKDA 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Goronralo. 

2023 
Ditetapkan di Gorontalo 

�pada tanggal 18 Desember 

1WALI KOTA 
GORONTALO,J 

<:a� 
./ 

Diundangkan di Gorontalo 
pada tanggal 18 Desember 2023 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 4. 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINS! GORONTALO: 

4/32/2023) 

I 

. 

( 

I 
"'-""" D.\!'1.Vi 

""" '1 l«ml!I 

-"""" . 
""" ,J 

' 



P E N J E L A S A N 

ATAS 

P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO 

NOMOR 4 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

F A S I L I T A S I P E N C E G A H A N DAN P E M B E R A N I A S A N PENYALAHGUNAAN 

DAN P E R E D A R A N G E L A P NARKOTIKA DAN P R E K U R S O R NARKOTIKA D I 

D A E R A H 

I . UMUM 

Narkot ika dan Prekursor Narkot ika di s a t u s i s i merupakan obat 

a tau b s l i a n yang bermanfaat di bidang pengobatan a tau pe layanan 

kesehatan dan pengembangan i l m u pengetahuan, n a m u n di s i s i l a in 

dapat ]3ula men imbu lkan ketergantungiin yang sangat merug ikan 

apabi la d i sa lahgunakan a tau d igunakan tanpa pengendalian dan 

pengawiisan yang ketat dan seksama. J i k a d i sa lahgunakan a t au 

digunak;an t idak sesua i dengan standar pengobatiin dapat 

men imbulkan akibat yang sangat merug ikan bagi perseorangan a t au 

masyaraka t k h u s u s n y a generasi muda . Fial in i a k a n lebih merug ikan 

j i k a disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkot ika 

dan Prekursor Narkot ika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih 

besar bagi keh idupan dan n i la i -n i la i budaya bangsa 5'̂ ang pada 

a k h i r n y a a k a n dapat me lemahkan ke tahanan nas ional , t e rmasuk di 

Kota Gorontalo. 

P imyalahgunaan Narkot ika dan Prekursor Narkot ika mendorong 

adsmya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkot ika dan 

Prekursor Narkot ika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan 

yang m a k i n meluas . Oleh ka r ena i tu , di]Derlukan upaya pimcegahan, 

penang^julangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan 

peredaranya da lam era globalisasi b;omunikasi, informasi dan 

transportas i yang semak in ma ju , dengan mengaturnya da lam 

Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Pencegahan dam 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narl iot ika dan 

Prekursor Narkot ika di Daerah . 
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ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 
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TENT ANG 

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN 

DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI 

DAE RAH 

I. UMUM 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat 

atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan 
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain 

dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 

apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau 

digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat 

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau 

masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan 

jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih 

besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada 

akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di 

Kota Gorontalo. 

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong 
adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan 

yang makin meluas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, 

penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberanta.san dan 

peredaranya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan 

transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam 

Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Pencega.han dan 
Pernberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika di Daerah. 
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I I . PASAL D E M I PASAL 

Pasa l 1 

C u k u p je las . 

Pasa l 2 

C u k u p je las . 

Pasa l 3 

C u k u p je las . 

Pasa l 4 

C u k u p je las . 

Pasa l 5 

C u k u p je las . 

Pasa l 6 

C u k u p je las . 

Pasa l 7 

C u k u p je las . 

Pasa l 8 

C u k u p je las . 

Pasa l 10 

C u k u p je las . 

Pasa l 11 

C u k u p je las . 

Pasa l 12 

C u k u p j e las . 

Pasa l 13 

C u k u p je las . 

Pasa l 14 

A y a t ( l ) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

H u r u f a 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

Yang d imaksud dengan " ins tans i yang berwenang" ada lah 

B a d a n Narkot ika Nasional, Kepol is ian Republ ik Indonesia 

dan/a tau Ins t i tus i Pener ima Wajib Lapor. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 1:1 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Hurufa 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah 

Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia 

dan/atau Institusi Penerima Wajib Lapor. 
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H u r u f c 

C u k u p je las . 

Pasa l 15 

C u k u p je las . 

Pasa l 16 

C u k u p je las . 

Pasa l 17 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

H u r u f a 

C u k u p j e las 

H u r u f b 

C u k u p j e las 

H u r u f c 

C u k u p j e las 

H u r u f d 

Yang d imaksud dengan "Konselor Ad iks i " adak ih petugas 

yang member ikan bimbingan a t au konsel ing terhadap 

korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narko t ika 

dan prekursor na rko t ika 

H u r u f e 

Yang d imaksud dengan Psikolog k l in i s ada lah ah i i di 

bidang psikologi k l in i s yang m<imiliki latar belakang sar jana 

psikologi pada k u r i k u l u m lamii , a t au magister psikologi 

profesi dengan bidang psikologi k l in i s pada k u r i k u l u m 

ba ru . 

H u r u f f 

C u k u p j e las 

Ayat (3) 

C u k u p J e l a s 

Ayat (4) 

C u k u p J e l a s 

Pasa l 18 

C u k u p je las . 
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Hurufc 

Cukup jelas. 
Pasal l�i 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal I? 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Hurufa 
Cukupjelas 

Hurufb 

Cukupjelas 

Hurufc 

Cukupjelas 

Hurufd 

Yang dimaksud dengan "Konselor Adiksi" adalah petugas 
yang memberikan bimbingan atau konseling terhadap 
korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika 

Hurufe 

Yang dimaksud dengan Psikolog klinis adalah ahl.i di 

bidang psikologi klinis yang memiliki latar belakang sarjana 

psikologi pada kurikulum lama, atau magister psikologi 
profesi dengan bidang psikologi klinis pada kurikulum 

baru. 

Huruff 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Pasal HI 

Cukup jelas. 



Pasa l ici 

Culcup je las . 

Pasa l 2Ci 

Ayat (1) 

C u k u p J e l a s . 

Ayat (2) 

C u k u p J e l a s . 

Ayat (3) 

Fas i l i t as i pemberian pe layanan dan kesempatan u n t u k 

me lan jutkan jenjang pendidikan yang d i l aksanakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u r u s a n 

pemer intahan di bidang pendidikan berupa pendid ikan formal 

dan Non-Formal dengan tetap memperhat ikan h a k - h a k dar i 

pada anak . 

Ayat (4) 

C u k u p J e l a s . 

Pasa l 21 

Ayat (1) 

C u k u p J e l a s . 

Aygit (2) 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan " Ins tans i yang berwenang" ya i tu 

B a d a n Narkot ika Nasional di Daerah . 

H u r u f b 

C u k u p J e l a s . 

H u r u f c 

C u k u p J e l a s . 

H u r u f d 

C u k u p J e l a s . 

H u r u f e 

C u k u p J e l a s . 

H u r u f f 

C u k u p J e l a s . 

H u r u f g 

C u k u p J e l a s . 

Pasa l 22 

Ayat (1) 
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Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesernpatan untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan berupa pendidi'can formal 

dan Non-Formal dengan tetap memperhatikan hak-hak dari 

pada anak. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Hurufa 

Yang dimaksud dengan "Insransi yang berwenang" yaitu 

Sadan Narkotika Nasional di Daerah. 

Hurufb 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Hurufd 

Cukup Jelas. 

Hurufe 

Cukup Jelas. 

Huruf f 

Cukup Jelas. 

Hurufg 

Cukup Jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 
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H u r u f a 

Yang d imaksud dengan " Ins tans i Ver t ika l " an ta ra la in 

Ten tara Nasional Indonesia, Kepol is ian Republ ik 

Indonesia, B a d a n Narkot ika Nasional. 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f c 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 23 

Culcup je las . 

Pasa l 24 

Culcup je las . 

Pasa l 25 

C u k u p je las . 

Pasa l 26. 

C u k u p je las . 

Pasa l 27 

C u k u p je las . 

Pasa l 28. 

C u k u p je las . 

Pasa l 29 

Culcup je las . 

Pasa l 30 

C u k u p je las . 

Pasa l 31 

C u k u p je las . 
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Hurufa 

Yang dimaksud dengan "lnstansi Vertikal" antara lain 

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik 
Indonesia, Sadan Narkotika Nasional. 

Hurufb 

Cukup jelas. 
Hurufc 

Cukup jelas. 

Hurufd 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 22, 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
Pasal 2::, 

Culrup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Culrup jelas. 

Pasal 28 

Culrup jelas. 
Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
Pasal 31 

Culrup jelas. 
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